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21 KEBIJAKAN FORMULASI JUDI ONLINE DALAM HUKUM INDONESIA Dewi Bunga 

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada bunga8287@gmail.com Atac 

Various electronic devices equipped wi for emerging crimes in cyberspace. Online 

gambling is a form of traditional crime transformation that into crime in In formulatof 

policies various countries, not all legalize gambling, are that in gray and are online 

gambling. In this study there are two issues discussed, namely the application of 

jurisdiction in the criminal acts of online gambling and criminal law online gambling.  

 

The application of juri internati rule of law regarding gambling sdiction regulated Article 

of Number of cnenn lcroi nomto n ascin.Itrainlcoeaini a enforcement on online 

gambling can be carried out as long as there are international agreements between 

countries and both countries alike establish online gambling as a crime. Cri policy on 

online gambling in Indonesia formulates online gambling as a criminal act as stipulated 

in 27 (2) Act 11 2008 Information Electronic Transactions.  

 

Keywords: Policy, formulat Pendahuluan Perjudian merupakan masalah hukum yang 

srnkl iaeoia eaa eykt msaaa.Dktknsbgipnai masyarakat karena orang yang berjudi sulit 

untuk lpsdr eisa n.Jd euaa pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu atau 

yang bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan- hrpntret aaprsiaprsia 

prannpradna,proba a kjda-eainyn ia/eu at hasilnya. 1 Judi menimbulkan efek ketagihan 

karena pemainnya selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. ika maka akan 

mencoba kembali keberuntungannya, namun jika kalah, maka pemain akan kembali 

berjudi dengan harapan bahwa pada permainan berikutnya ia akan menang.  

 

Akibatnya, pemain judi online berupaya mnaiun egncr p u nu digunakan sebagai modal 

judi, termasuk dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan dan 



sebagainya. Merujuk pada perkembangan judi online, TechAddiction mengungkap fakta 

sebagai berikut: TechAddiction provided number of internet casinos as well as selected 

online gambling statics: a. “ahlgclGmln”wsofcal recognized a disordin when it was fir b. 

Although people able gamble responsibly, is that of pplto tuge ihptooia gambling. 22 

VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS c. The st casino in o16(IteCain,bse 

nAtu Eighteen games were available at the time.  

 

Teeaenwtosnso nent gambling websites and new online gambling businesses appear 

every day. d. Ms niegmln estsa o affied th casinos. s wdl huh obbcuetatoa casinos did 

not wget involved with a business that d away tradi of Thipolicy apast ecagn staiinl 

casinos are now developing their own online gambling websites. e. Teeaen fiilpoutsft 

standards and regulations for online casinos. Paeswocos owgra nie gambling websites 

essential own f Paigo fe”itre abig websites is a common activity for teenagers and young 

adults. g. Research suggests that young males are most likely to engage in online 

gambling. h. The st Bingo e online 1998. i.  

 

Tefrtoln oe t aePe) also start j Tenme foln oe ests dratal ncas n 03wn e Wod ri f ker 

caapul televisi k Toa vne ro niecsnsa diffi at billin and billin 2006. In 2010, revenues were 

29.3 bill l. Oei ieoln abesmyb pathological gamblers m Apxmtl %o engr aea gambling 

problem. 2 TechAddiction telah memberikan sejumlah fakta di internet statist perjudian 

online: a. Sebuah. “Perjudian Patologis” secara resmi diakui sebagai gangguan klinis 

pada tahun 1980 ketika pertama kali dimasukkan dalam DSM- III. b. Meskipun sebagian 

besar orang dapat berjudi secara bertanggung jawab, diperkirakan bahwa 3 aippls 

ejagdna ui patologis.  

 

c. Ksn niepraadlnuknpd Auts19 Itraio ebssd Antigua). Delapan belas pertandingan 

tersedia sa t.Skrn d iunstswb perjudian internet dan bisnis perjudian online baru muncul 

setiap hari. d. Sebagian besar situs web perjudian online tidak berafiliasi dengan kasino 

darat. Ini secara luas dianggap karena kasino tradisional tidak ingin tria egnmdlbsi n kn 

mengambil dari sumber pendapatan tradisional. Kebijakan ini tampaknya berubah 

karena kasino tradisional sekarang mengembangkan situs web perjudian online mereka 

sendiri. e. Tidak standar peraturan produk resmi untuk kasino online.  

 

Pemain yang memilih untuk bertaruh di situs perjudian online pada dasarnya 

melakukannya dengan risiko sendiri. f. Bermain di situs web perjudian internet “gratis” 

adalah kegiatan umum bagi remaja dan dewasa muda. g. Penelitian menunjukkan 

bahwa laki-laki muda kemungkinan besar terlibat dalam perjudian online. h. Situs Bingo 

internet pertama kali online pada tahun 1998. i. saya. Situs poker online pertama 

(PlanetPoker) juga dimulai pada tahun 1998. j. Jsitweb online secara dramatis pada 

tahun 2003 ketika World Series of Poker menjadi program televisi yang populer. k. Totl 



eat ariksioolie ut ditentukan, tetapi diperkirakan mencapai $ 12 miliar pada 2005 dan 

15,2 miliar pada 2006.  

 

Pada 2010, pendapatan mencapai 29,3 miliar. l. Satu dari lima penjudi daring mungkin 

penjudi patologis m. Sekitar 4% remaja memiliki masalah judi. AaiCaaidnAd eda 

mengungkapkan “Kemajuan teknologi digunakan oleh orang-orang atau kelompok 

untuk melakukan perbuatan melawan hukum, menyerang pribadi, masyarakat, dan 

negara.” 3 Kemajuan teknologi informasi berimpl Perjudian yang dulunya dikemas 

dalam bentuk permainan yang mempertemukan para pemain 23 secara di judi, 

perjudian dilakukan dunia Menurut W.  

 

Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet ( online gambling ) 

biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau melalui Jonline 

sesungguhnya seluruh baik taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uaya 

aluirnetParpudiak diharuskan melakukan dimuka sebelum dapat melakukan judi online. 

Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi 

sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan 

sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim 

lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang. 4 Kasus online mulai 

perhatian dari penegak hukum. Direktorat Tindak Pi mengungkap jaringan internasional 

pengelola situs judi online.  

 

Total transaksi yang sementara terhitung sejak tahun mencapai 450 mil 5 Mekanism 

dengan mencari member atau pemain dengan cara menelepon target untuk diajak 

bergabung di situs iobtSea ean estaidtrkn kepada tersangka yang berperan sebagai 

admin untuk didata dan dikirimkan kepada trainer yang menurut pengakuan tersangka, 

server berada di Manila, Filipina untuk diterima sebagai anggota dan akan diberikan IP 

address. Setelah mendapat IP addres , maka pemain bisa mendeposit untuk melakukan 

taruhan di situs tersebut. J menang, maka uangnya langsung ditransfer ke rekening 

pemain oleh trainer. Demikian juga gaji admin dan sales dikirim melalui transfer 

rekening.  

 

Dalam sehari para tersangka bisa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp 100 juta 

hingga Rp 150 juta, atau dalam sebulan bisa mencapai miliaran rupiah. 6 Kssksspruinoln 

menunjukkan betapa besarnya dampak negative dari penggunaan internet, sementara 

dilihat dari statistic penggunaan internet, masyarakat di benua Ai ejd osmntrea aa 

penggunaan internet. Data ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh 

Internet World Stats 7 pada bulan Maret 2019, yakni sebagai berikut: Dalam 

perundang-undangan di Indonesia, judi online merupakan tindak pidana sebagaimana 

yang dalam 27 (2) undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 



Elektronik yang menyatakan “Setiap Oagdna egj a ap a mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/ aa eba aa iken frai Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan perjudian.”  

 

Sebagai tindak pidana yang beroperasi di dunia maya maka tindakan ini dapat 

melibatkan yurisdiksi di beberapa negara yang Pelaku korban berada di negara yang 

berbeda, begitu pula dengan I ads agdgnkn aa a n diperlusuatu an pe yurisdiksi dalam 

tindak pidana perjudian online. Penelitian juga membahas kiaknhku datehaprjdn online. 

Penerapan Yurisdidak Pid Perjudian Online Sse uu knsll ekia dna itmpltkkuun egni 

yurisdiksi, oleh karena itu meski secara analitis kuh rsbu atdpiahnh i berkaitan dengan 

diletakkannya peradilan sebagai posisi sentral di dalam tertib hukum, sedangkan 

perumusan melalui legisl sbgiit eusa oii. 8 eeta yurisdiksi (eaaa n eapu aa eaa 

mrpknhlyagsna etn nu mengetahui hukum mana yang digunakan, dapat diterapkan dan 

dipaksakan terhadap suatu tindak pidana.  

 

Pntrnpruinoln eaa perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 

ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

KAKNFRLJDOLE DLMHKMINOEIA..................................(eiBna 14 24 VYAVAHARA DUTA 

Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS Eetoi eeaknbhaIdnsa mengkategorikan perjudian 

online sebagai salah satkean i nia cybercr). MnrtWioo cbrcie mrpkn keseluruhan 

kejahatan dituj terhadap komputer, jaringan komputer dan para pnuaya a etkbnu eaaa 

tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.”  

 

9 Perjudian online sendiri merupakan kejahatan tradisional yakni perjudian yang 

berkonversi menjadi kejahatan di dunia maya karena menggunakan peralatan elektronik 

dan jaringan internet. C ybercrime memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 1. Perbuatan 

yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/ 

wilayah siber/cyber ( cyberspace ), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara 

mana yang berlaku terhadapnya. 2. Prutntreu iaua egn menggunakan peralatan apa pun 

yang terhubung dengan internet. 3.  

 

Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, 

jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan ifrai n edrn ei ea dibandingkan 

dengan kejahatan kovensional. 4. Plkn dlhoag nmnusi penggunaan internet beserta 

aplikasinya. 5. Pruttreu eigdlkknscr transnasional/melintasi batas negara. 10 Tao 11 

eajtyamnugaknept kategori kejahatan komputer yakni sebagai berikut: a. The as target. 

attack to the users owners the system access to their data or computers. A (a.k.a.DOS 

DDOS) attack or a virus that renders the computer ioeal ol eeape fti categ b. The 

computer as an instrument of the crime. The is gain other criminal objective. For 

example, a thief may ueacmue oselproa infon. c. The computer as incidental to a crime.  



 

The computer not primary rument tecie tsml aiiae t oe ludrn n h rdn fcid prorpywudb 

xmlso hs categ d. Criaated ththe lenceof computers. This includes crimes against the 

cmue nuty,sc sitleta property and ware a. Sebuah. Komputer sebagai target. 

serangannya berusaha untuk menolak pengguna yang sah atau pemilik akses sistem ke 

data atau komputer mrk.Srna eilo-evc (...O tuDO)aa iu n mma opue idkbroeaibs menjadi 

contoh kategori ini. b. Komputer sebagai alat kejahatan. Komputer digunakan untuk 

mendapatkan beberapa tujuan kiia anya ian,pnuibs mngnknkmue nu ecr informasi 

pribadi. c. Kmue eaa eut n esft isdni ehdpkjhtn optr bukanlah instrumen utama 

kejahatan; komputer hanya memfasilitasi itu.  

 

Pencucian uang dan perdagangan pornografi anak akan menjadi contoh kategori ini. d. 

Kejahatan terkait dengan prevalensi komputer. In emskkjhtntraa nuti kmue eet ecra 

eaan intelektual dan pembajakan perangkat lunak (translasi oleh peneliti). Perjudian 

sebagai di dumaya arenkn ni pak perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan 

pemanfaatan teknologi, menimbulkan kerugian, dan dapat dilakukan dengan melintasi 

batas negara. Sbga ejhtnd ui a,mk s yurisdiksi menjadi penting ketika suatu negara ingin 

melakukan penegakan hukum. Mengenai hal ini, H. Marshall Jarrett, Michael W.  

 

Bailie mengatakan “ I h otx fcmue rm,te inexorable connection between the Internet and 

itrtt omremysmtmsb suffto sfy juri o h ttt tise ” 1 (aa otk kjhtnkmue,hbna agtk 

terhindarkan Internet perdagangan antar terkadang memadai memenuhi elemen 

yurisdiksi undang-undang yang dipermasalahkan). Pmia-mkr rdinlaa yurisdiksi didasari 

pada geografis dan kontak fisik yang dimiliki terdakwa dengan forum (baik secara 

langsung atau dengan jalan mengirimkan produk). Tetapi internet memungkinkan 

adanya peluang 25 untuk “kontak virtual”. Mengingat sifat kontak di internet, kontak 

seorang terdakwa dengan forum meungkin seluruhnya bersifat online, dan kontak 

fisiknya dengan forum mungkin tidak ada.  

 

Maka yurisdiksi diri atas seorang pengguna internet yang hanya memiliki kontak online 

dengan forum akan didasarkan pada sifat kontak tersebut. 13 Dre etemnaaa aw 

yurisdiksi di cyber space membutuhkan prinsip- pini nja g ea r ukm ienaioa 

anmlauipnipprnp yurisdiksi dalam hukum internasional ini, negara- ngr aa iibuutkmnaos 

pmchnyag aatraa etna mengenai yurisdiksi internet. 14 Pendapat Menthe ini ditafsirkan 

dengan prinsip-prinsip berlaku hukum internasional dalam kegiatan cyber space oleh 

setiap negara, maka akan mudah bagi negara- ngaautkmndknkraaadlm rangka 

harmonisasi ketentuan-ketentuan pidana utkmnnglni cbrcie .Pd hakikatnya untuk 

menentukan yurisdiksi manakah yn aa ieakndlmkgaa cyberspace , termasuk di dalamnya 

cyber crime , tidak perlu dicari yurisdiksi tertentu yang lain dari pada yang lain (yurisdiksi 

khusus), karena sebenarnya prinsip-prinsip dalam hkmitrainlsdhmmdiutk dpruaa. 1 



Dlmsbtnihkmd Amerika terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan yurisdiksi di 

cyber space yakni: a. Teter fteulae n h downl (teori tentang mengunggah dan 

mengunduh).  

 

Uploader (pengunggah) adalah pihak yang memasukkan informasi elektronik k aa 

cbrsae sdnkn downl (pengunduh) adalah pihak yang mnassifrai aauuna 

yuidkimnniprutnprutn perdata dan tindak pidana tidak ada kesulitan. Suatu negara 

dapat melarang dalam wilayahnya kegiatan uploading downl dpriaa aa etnagndna 

kepentingan negaranya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk 

uploading kegiatan perjudian dalam wilayah negaranya dan melarang setiap orang 

dalam wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian. b. Teter ftelwo h ee (er hukum 

pusat penyedia).  

 

Pendekatan lain yang dptdgnknaaa epraua server dimana webpages secara fisik 

berlokasi, yadimmerdicat agada elektronik. Menurut teori ini sebuah webpages 

yagbroaid sre pd tnfr Universittunduk hukum Namun teori ini akan sulit dipergunakan 

apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing. c. The theory of International Space 

(teori ruang internasional). Menurut teori ini, cyber space adalah lingkungan hukum 

yang terpisah dengan hukum dimana negara memiliki kedaulatan yang sama. Dalam 

kaitan dengan ini mengusulkan cbrsae ejd fut pc .Yag medi ar daktetakpa kesatuan fisik, 

melainkan pada sifat internasional yki svrinesqaiy (ults kedaulatan). kegiatan cyber space 

dengan ruang angkasa. kegiatan diatur bersama-sama.  

 

16 Barda Nawawi Arief menuliskan mengenai empat model yang saling bersaing dengan 

merujuk pemikiran dariDavid R. Jhonson dan Davis G. Post, yaitu: a. Paaaktl g ikaoh 

badan-badan pengadilan yang saat ini ada ( the exist ). b. Penguasa melakukan 

internasional the of cyber space . c. Pembentukan suatu organisasi internasional bru( aN 

nenainlOaiato ) yang secara khusus menangani masalah-masalah di dunia internet. d. 

Pmrna tupntrnsnii( sl governance ) oleh para pengguna internet. 17 Jhnn n osmekumel 

pengaturan sendiri ( selfgovernance ) dibandingkan dengan model-model lainnya 

dengan alasan bahwa penerapan prinsip-prinsip tradisional dari Due Process and 

Personal Jurisdiction (proses dan yrsis rbd)tdkssa a kn mengacaukan apabila diterapkan 

di dunia cyber sae . Cbrsae euu eeahrs diperlakukan terpisah dunia dengan menerapkan 

hukum yang berbeda untuk cyber space ( cyber space should be treated as asprt pc ro h 

a ol y applying dist to cyber space ). 18 KAKNFRLJDOLE 

DLMHKMINOEIA..................................(eiBna 14 26 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, 

Maret 2019 ISS Pandangan Johnson dan Post ini ternyata banyak mendapat kritikan dari 

para pakar hukum spriLarneLesg,Crsoe oa, Masaki Hamano termasuk juga Barda 

Nawawi Arief.  

 



Barda Nawawi Arief sependapat dengan apa dikan eh aki ano bahwa sistem hukum dan 

yurisdiksi nasional atau teritorial memang memiliki keterbatasan, namun tidak berarti di 

ruang cyber dibiarkan bebas tanpa hukum. Cyber space juga merupakan bagian atau 

perluasan dari lingkungan hidup ( life environment ) yang perlu dipelihara dan dijaga 

kualitasnya. Jadi mrpknkpniga uu n au dili 19 Asas teritorialit kedaulatan suatu negara 

atas wilayahnya sendiri. Asas tersebut menentukan bahwa hukum pidana berlaku bagi 

setiap orang yang melakukan tindak pdn iwlya ersnua.Pekn hukum yang dilakukan oleh 

negara di willayahnya mrpknkwjbndlmmmlhr ketertiban hukum.  

 

20 Dalam hukum Indonesia, yudikstadap jahdd ya dlkknbraaknaa ertra tu kewilayahan. 

Hal itu dapat dilihat dari pengaturan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal menyatakan berikut: 

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Oagyn eaua ebaa uu sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di 

luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia 

dan/ aa ila iahhkmInoei a merugikan kepentingan Indonesia. Yurisdiksi sebagaimama 

yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tnag fraidnTrnas lkrnk 

menjangkau wilayah hukum yang sangat luas.  

 

Dalam ini diperhatikan prinsip internasional dimana penegakan hukum baru dapat 

dlkknaaiamsn-aigngr mntpa ut ebaa eaa idk pidana. Artinya, penegak hukum di 

Indonesia baru dapat melakukan kerjasama internasional dalam penegakan dengan lain 

Indonesia dan negara yang diminta tersebut sama- sama menetapkan perjudian online 

sebagai tindak pidana. Indonesia bukan satu-satunya negara yang metpk eudanoi 

egatda pidana, namun tidak semua negara meletakkan perjudian sebagai pidana kbjk 

omls ingaabragktn Negara-negara dalam kelompok tersebut justru mlgakn el etkpruda 

ega auaaua ukmyag lhdtgakn Cneto nCbrrm,Bdps , 2.I.01sbga ejninitrainl pertama dalam 

menghadapi kejahatan di dunia maya yang ditandatangani di Budapest tanggal 23 

November 2001 tidak mengatur perjudian online sbgikjhtnd ui aa a I Convention on 

Cybercrime mengatur mengenai pendekatan-pendekatan yang harus diambil pada 

tingkat pada pidana .  

 

Perjanjian internasional ini menguraikan perbuatan- perbuatan termasuk cybercrime 

menjadi empat kategori yakni: 1) Ofne gis h ofdnilt integritand ty computer adsses 

(eagaa ehdp kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan sistem komputer). 

Tindakan ini meliputi: a. Illegal access/ akses illegal. b. Illegal interception/ penyadapan 

ilegal c. Data interference/ gangguan data d. System interference/ gangguan sistem e. 

Mss fdvcs pnaagna perangkat 2) Computer-related offences atau pelanggaran terkait 

komputer terdiri dari: a. Cmuereae oey pmlun terkait komputer b.  

 



Computer-related fraud/ penipuan terkait komputer 3) Contoffences atau yang terkait 

dengan konten Offences related to child pornography/ perbuatan yang terkait dengan 

pornografi anak. 4 ) Ofne eae oifigmnso cprgtadreae ih/ plnrn terkait pelanggaran hak 

cipta dan hak terkait Cneto nCbrrm jg mengantur mengenai ketentuan yurisdiksi dalam 

kejahatan di dunia maya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 Convention on 

Cybercrime yang menyatakan sebagai berikut: 27 1. Each Party shallive and ohrmaue 

smyb eesr o etbihjrsito vrayofne etbihdi coac ihAtce through 11 of this Convention, 

when the offence is a.  

 

in itsy; or b. on board a ship flying the flag of that Party; or c. on an registered the lawof 

Party; d. b n fisntoas fteofnei punishable under criminal law where it was cmte r fteofnei 

omtd oseth eirljuisicio y Sta. 2 ahPrymyreev h ih o o apyo oapyol nseii ae r conditions 

jurirules down paragraphs through of cle any thereof. 3. Party such as may be necessary 

to establish jurisdi the offences referred to in Article 24, paragraph 1, of this Convention, 

in cases where an alleged offender present itsterritorand does not extradite him or her 

to another Party, solely on basis his her ity, a request extradi 4 hsCneto osntecueay 

criminal sdiction by Party accordance wi domesti 5 hnmr hnoePrycam jurisdiction over 

an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved 

shall, where appropriate, consult with avewtodeerinngte os pprat juri 1.  

 

Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan legislatif dan lainnya yang mungkin 

diperlukan utkmntpa uidkiaa eip pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 2 

sampai 11 Konvensi ini, bila pelanggaran tersebut dilakukan: a. di wilayahnya; atau b. d 

tskplyagmniaknbnea Negara Pihak itu; atau c. di pesawat terdaftar undang-undang 

Negara Pihak tersebut; atau d. oleh salah seorang warganya, jika pelanggaran tersebut 

dapat dihukum berdasarkan hukum pdn imn nagudn esbt dlkknaa iaplngaa esbt 

dilakukan luar yurisdiksisuatu Negara Bagian.  

 

2 eipNgr ia ehkutktdk mengajukan permohonan atau hanya mengajukan permohonan 

dalam kasus atau ketentuan khusus yang diatur dalam ayat 1.b melalui 1.d Pasal ini atau 

bagiannya. 3 eipNgr ia au eeakn tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk 

mntpa uidkiaa eagaa sebagaimana dalam 24 1 Konvensi ini, dalam kasus dimana pelaku 

yang ddg ai iwlyhy a ia mengekstradisi dia ke Negara Pihak lain, semata- mata dasar 

setelah permintaan ekstradisi. 4. Konvensi ini tidak mengecualikan yurisdiksi pidana 

yang dilakukan oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan hukum nasionalnya. 5.  

 

Bila lebih dari satu Negara Pihak mengklaim yurisdiksi atas dugaan pelanggaran yang 

ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, Pi terlibat harus, bila perlu, berkonsult maksud 

untuk menentukan yurisdiksi yang paling sesuai untuk penuntutan. Pada dasarnya 

Indonesia dapat meminta kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap 



online yang dengan yurisdiksi negara lain, namun patut diingat kembali bahkama 

akukseang negara-negara tersebut juga menyatakan perjudian online sebagai 

perbuatan ilegal. Negara-negara yamekn euia prt sln Malaysia, Singapura, Yunani, Italia, 

Hongkong, tnuy ia aa eejsm egn Indonesia dalam menanggulangi perjudian online, 

kecuali apabila perbuatan tersebut terkait dengan pencucian uang atau kegiatan 

pendanaan terorisme.  

 

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perjudian Online Politik hukum merupakan kebijakan 

yang dlkknoe eaamllipntpn peraturan-peraturan yang dikehendaki dan juga diprediksi 

akan digunakan odan sesuai dengan masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan melalui 

badan-badan negara. 21 Politik hukum pidana atau yang dapat juga disebut dengan 

kebijakan hukum pidana mengarahkan hukum pidana sebagai sarana KAKNFRLJDOLE 

DLMHKMINOEIA..................................(eiBna 14 28 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, 

Maret 2019 ISS utkmnnglnikjhtn .. Dzhansarayeva, L. Bissengali, A.A. Bazilova, M.E. 

Akbolatova M.K.  

 

bahwa criminal policy harus diartikan sebagai: 1) State policy (doctrine) of anticriminal 

epse nascae icie as Dceso rsdn,gvrmna regulations); 2) Specific type of social activity 

aimed at active cous clitand her offences law 3) Scientiftheory synthesis relevant polit 

Therefore, in the determination of its the criminal policy relies on the integrati caatrsiso 

tt oilplc pvsoso aaeetter n sciences of criminal lawcycle and also t achievements of 

sociology and polit 22 1) Kbjknngr dkrn etrna antikriminal yang diungkapkan dalam 

arahan terkait (undang-undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah); 2) J utktnaa 

ecghntraa kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya; 3) Teori ilmiah dan sintesis 

pengetahuan politik, sosiologis dan hukum yang relevan.  

 

Oleh karena itu, dalam penentuan masalahnya kebijakan pidana bergantung pada 

karakteristik integratif dari kebijakan sosial negara, ketentuan teori manajemen dan ilmu 

siklus hukum pidana dan juga prestasi sosiologi dan politik. Dlmmlkaaa ebnua hukum, 

kebijakan pidana dilakukan dalam beberapa tahapan. Dey Ravena dan Kristian 

menguraikan tahapan dalam kebijakan hukum pidana sebagai berikut: 1) Tahap 

formulasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan legislatif ( legislative policy ) atau 

kebijakan formulasi. Kebijakan legislatif adalah kebijakan dalam perancangan 

undang-undang.  

 

Perancangan undang-undangan dilakukan melalui perencanaan rasional, undang- 

undang dihasilkan benar-benar mencapai tujuan dalam menjawab permasalahan. 

Kebijakan formulasi pada pokoknya terdiri dari beberapa hal yakni: a. Perumusan tindak 

pidana ( criminal act ). b. Prmsnpragugaaa iaa ( ciia epniiiy aa ciia leability ). c. 

Perumusan sanksi baik berupa pidana maupun berupan tindakan tata tertib. 2) Tahap 



aplikasi. Tahapan aplikasi ini disebut juga dengan kebijakan yudikatif atau kebijakan 

yudisial ( ydca oiy ) hpniitdkdpt dipisahkan dari sistem peradilan pidana. Tahap aplikasi 

adalah tahap penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh aparat penegak hukum.  

 

3) Tahap eksekusi. Tahap ini disebut juga dengan kebijakan eksekuttif atau kebijakan 

administrative atau executive policy . Tahap eksekusi dilakukan oleh aparat pelaksana 

pidana. 4 hpeaus.Taaa n erpkn tahapan penilaian atas pelaksanaan dan penegakan 

hukum dari masing-masing tahap sebelumnya. Tahap evaluasi dapat dilakukan oleh 

masyarakat dan kelompok masyarakat, misalnya dalam bentuk pengajuan uji Mahkamah 

Konstitusi. 23 Kbaa ukmpdad asn masing negara dilakukan sesuai dengan budaya 

hukum masyarakat di tempat dimana hukum itu di. it engan erjn lina negara yang 

melegalkan perjudian online, ada pula negara yang melarangnya.  

 

Negara-negara di Uni Eropa memiliki pengaturan tersendiri mengenai pruinoln,bha ejda 

nie dpnag eaislhst ainbsi. Mengenai tersebut,European mis menyatakan sebagai berikut: 

Teei osco-pcfcE legislation in the field of gambling services. EU cutisa uooosi h a hy 

organise their gambling services, as long as they cml ihtefnaetlfedm established under 

the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), as interpreted by the Court 

to de orto a iness athr U urispaillyreevan here. Most EU countries allow games chance 

offered the Some allowall whiothers only allown types such as betting, poker o aiogms 

nsm uoen jrsitos oooitcreie feig online gambling services have been established.  

 

29 Teea u yasaecnroldpbi operator or by a private operator on the basis o necuiergt oee 

roig nme fE onre aeetbihd lcnigssesta lo o hn1 operator to offer services on the market. 

Under EU law, no parti the . 24 Tidak undang-undang khusus sektor di bidang layanan 

perjudian. Negara-negara UE otonom dalam cara mereka mengatur layanan peudi ere, 

elmkamu kebebasan mendasar yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Fungsi Eropa 

sbgiaadtfiknoe egdln KhkmnUiEoa eeaa nu memberikan layanan atau untuk membuka 

bisnis di negara UE lainnya sangat relevan di sini. Sebagian besar negara UE 

mengizinkan setidaknya game untuk dtwra iitre.Bbrp eaa mengizinkan semua 

permainan, sementara yang lain hanya mengizinkan jenis tertentu seperti taruhan, 

prannpkraa aio ibbrp yuidkiEoa ei oooitkyag menawarkan layanan judi online telah 

dibentuk.  

 

Iidjlna lhoeao ulkyn dikendalikan negara atau oleh operator swasta beas akekluf.Nn,sak 

banyak negara Uni Eropa telah membentuk sistem perizinan yang memungkinkan lebih 

dari 1 operator menawarkan layanan di pasar. Di bawah hukum Uni Eropa, tidak ada sist 

disukai daripada yang lain Kbjknhkmpdn ehdp pruinoln ibbrp eaadpt dikatakan berada 

di daerah abu-abu. Terkait hal tersebut, Ed Grabianowski mengatakan sebagai berikut: 

Gambling online fall area. it technically egal most teUie tts h rscto n conviction of 



individual players is very difficult because they’re gambling from home. It is also 

ilglfragmln bst ooeae wti h ntdStts hc swyte offiand of online are located in other 

countries.  

 

There are about 70 countries allowonline sitto set up shop, including Australia, New 

Zealand, SuhKre,Dnak iln,Fac, Germany, some of 25 Perjudian online jatuh ke area 

abu-abu yall. eski tekiledi sebagian besar Amerika Serikat, penuntutan dan hukuman 

indivisangat t mereka berjudi dari rumah. Juga ilegal bagi situs Web judi untuk 

beroperasi di Amerika Serikat, itulah sebabnya kantor dan server sebagian besar kasino 

online berlokasi di negara lain.  

 

Ada sekitar 70 negara yang memungkinkan sit online untuk mendirikan toko, termasuk 

Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, dan 

beberapa provinsi di Kanada. Tobias Roberts melaporkan, di Amerika Serikat, salah satu 

bentuk pendapatan utama bagi puluhan kmntsal eaa aiksn ag dioperasikan secara 

mandiri dan independen oleh ooia eevs.Dlmbna au, keuntungan yang dihasilkan dari 

kasino-kasino ini adalah kontributor utama bagi orang-orang yang telah lama berada di 

antara yang termiskin dan paling di ini.  

 

itu, pnaaa aiksn-aioiisrn diinvestasikan kembali ke dalam bentuk penciptaan lapangan 

kerja lainnya. Lebih dari tiga perempat keuntungan kasino dijalankan Bangsa Cherokee 

baru-baru ini diinvestasikan kembali ke dalam dana pertumbuhan pekerjaan yang 

membantu anggota suku Cherokee lainnya menemukan peluang kerja yang bermakna 

dan stabil.Satu studi menemukan bahwa pada tahun- tahun awal kebanyakan game 

online yang tidak diatur, lebih dari $ 0,30 dari setiap dolar diambil dari komersial, kasino 

dikelola oleh India, oleh industri perjudian online.  

 

Namun, dari kerugian pendapatan penting yang dapat disebabkan oleh penyebaran dan 

pertumbuhan perjudian online, bera u lidiAeriaSrityan menjalankan kasino ingin 

memperluas ke industri perjudian online. Jika berhasil diterapkan, ini akan membantu 

suku-suku meningkatkan pendapatan melalui pemasaran ke audiens dari seluruh dunia 

bersama dengan pelanggan reguler dari wilayah mereka. 26 Kebijakan perjudian diatur 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 27 yat Undang-undang Nomor 

Tahun tentang dan Transaksi Elektronik yang menyatakan ”Setiap KAKNFRLJDOLE 

DLMHKMINOEIA..................................(eiBna 14 30 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, 

Maret 2019 ISS Oagdna egj a ap a mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ aa 

eba aa iken frai Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

perjudian.”  

 

Frasa perjudian sendiri dapat dengan sist terhadap KUHP yakni dalam Pasal 303 KUHP 



yang menyatakan sebagai berikut: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 

sepuluh tahun atau pidana dendapaling banyak dua plhlm uarpa,brn ip ap mendapat 

izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan ksmaa nu emia ui 

danmenjadikannya pencarian, dna egj uu et aa suatuperusahaan untuk itu; 2. dengan 

sengaja menawarkan atau memberi ksmaa eaakaaa mm untukbermain judi atau dengan 

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengantidak peduli apakah untuk 

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ataudipenuhinya sesuatu tata-cara; 3.  

 

menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. (2) yang melakukan 

tersebut dalam menjalankanpencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk 

menjalankan pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, 

di mana pada umumnyakemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan 

belaka, juga karenapemainnya lebih terlatih atau lbhmhr.D iutrau eaa pertaruhantentang 

keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakanantara mrk n uu 

elmaaa emi, demikian juga segala pertaruhanlainnya.  

 

Penerapan perjudian sebagai suatu tindak pidana hilang perbuatan hukum jika 

perjudian itu mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga perjudian itu menjadi 

sah atle. 27 Hingnyasat la uk tersebut dapat dilihat dari frasa “barang siapa tanpa 

mendapat izin”, oleh sebab itu setiap orang yang mendapat izin maka tidak dapat 

dipidana. Pngknhkmtraa eau perjudian online dilakukan melalui proses peradilan 

pidana. Pembuktian adalah tahapan yang sangat pnigdlmpoe eaia iaa Pembuktian 

dalam pengertian hukum acara pidana aaa eeta agmmaaisdn pnaia aa sh ecr a 

mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun 

penasehat hukum, dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta 

penilaian alat bukti ditentukan oleh undang-undang. 28 Di dalam teori dikenal dua 

sistem pembuktian sebagaimana yang ditulis oleh Alfitra yaitu: 29 a. Sistem pembuktian 

positif.  

 

Sistem pembuktian pstf( pste eeik )aaa itm pembuktian yang menyandarkan diri pada 

alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang 

terdawa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat 

bukti yang sah. Alat bukti ditetapkan undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim 

sama sekali diabaikan. b. Sistem pembuktian negatif. Sistem pembuktian ni naewti )snga 

ip dna itmpmuta cnito n raisone. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah 

atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh yang undang-undang dan keyakinan 

(nurani) hakim sendiri.  

 

J hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni 1) Wettelijk 

: adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 2) Naie :aa 



ekna nrn ai hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan 

tedakwa. Pmuta iaua egn serangkaiajn alat bukti. Menurut Pasal 44 Undang- undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikyang tergolong alat 

bukti adalah sebagai berikut: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pmrkand iagpnaia 

euu ketentuan ini sebagai berikut: a.  

 

aa ut eaamn iasddlm ketentuan Perundang-undangan; dan b. alat bukti lain berupa 

Informasi Elektronik dan/ aa oue lkrnksbgiaa dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 

angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 31 Alat bukti sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Perundang-undangandalam Pasal 44 a merujuk pada ketentuan dalam 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: Alat bukti yang sah ialah: a. 

keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Pasal 

185 KUHAP mengatur mengenai ketentuan saksi alat Adapun Pasal KUHAP sebagai 

berikut: (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang 

pengadilan.  

 

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 

bersalah traa ebaa agddkaa kepadanya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. ( eeran 

ebrap aiyabir sendiri-sendiri suatu atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat 

bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain 

sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan 

tertentu. (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, 

bukan merupakan keterangan ahli. (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang 

saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a.  

 

preuinatr eeaga as au dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan 

alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 

keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala ssauyn 

aauunadpt mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; (7) Keterangan dari 

saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak mrpknaa 

ut,nmnaaia keterangan itu sesuai dengan keterangan dari ss ng smph aptdpeguan 

sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.  

 

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan 

oleh yang ki khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang saupraapdn 

uakpnign pmka.aal16KUA lnutya menyatakan sebagai berikut”Keterangan ahli ialah 

aayagsoagal yaaa isdn pnaia. eaa hidlmpoe pembuktian dapat dilihat dari sejumlah 

ketentuan pasal berikut ini: Pasal 132 ayat (1) KUHAP Dalam diterima bahwa sesuatu 

surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau ddg as lhpnii,mk nu kepentingan oleh 



dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli; Pasal 133 ayat (1) KUHAP 

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, 

keunaaupum ng uga are pritayag eupk inapdaai berwenang mengajukan permintaan 

keterangan ahkepahkedterkehmanat dokter dan atau ahli lainnya Pasal 179 ayat (1) 

KUHAP Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman 

atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan Pasal 187 

KUHAP mengatur mengenai alat bukti surat.  

 

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan 

atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk 

resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di 

hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, 

dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan jelas tegas tentang keterangannya 

itu b.  

 

surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang 

dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi 

tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan; KAKNFRLJDOLE DLMHKMINOEIA..................................(eiBna 14 32 VYAVAHARA 

DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019 ISS c. surat keterangan dari seorang ahli yang 

memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan 

yang diminta secara resmi dari padanya; d.  

 

surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 

pembuktian yang lain. Pasal menguraikan alat bukti petunjuk, yakni sebagai berikut: (1) 

Puukadla euaan edn ta keadaan, karena baik antara yang satu dengan yang lain, 

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 

pidana dan siapa pelakunya; (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 

dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.  

 

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu ptnu aa eipkaantret dilakukan oleh 

hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan pnhkcraa 

a easma berdasarkan hati nuraninya. Pasal 189 KUHAP mengatur mengenai alat bukti 

keterangan terdakwa. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai berikut: (1) 

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan 

yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.  

 

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sandadan nt mnt menemukan bukti di 

sidang, asalkan keterangan itu di yang sah sepanjang hal didakwakan kepadanya. (3) 

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan 



terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan 

prutnyagddkaa eaaya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dalam 

pembuktian perjudian online, maka kelima alat bukti sebagaimana yang dimaksud da 

HAPdiakan ntumsa perkara, dan tentunya ditambah dengan alat bukti li euaIfraiEetoi 

a/tu Dokumen Elektronik.  

 

Menurut Pasal 1 angka 1 Udn-nagNmr1 hn21 dinyatakan Informasi Elektronik adalah 

satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak traa aatlsn ur,gma ea 

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 

telegram, teleks, telecopy sejenisnya, tanda, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang 

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya. Selanjutnya dalam 1 4 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi 

Elektronik yang dibuat, dikirimditerima, dsma aa etkaao,dgtl elektromagnetik, optikal, 

atau sejenisnya, yang dapat hat, kan, didengar mlliKmue tuSse lkrnk termasuk tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 

angka, simatau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya.  

 

Menurut Pasal 5Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik ditentukan: (1) Inoms lkrnkdnaa oue Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Inoms lkrnkdnaa oue Elektronik dan/atau 

hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti 

yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) IfraiEetoi a/tu 

DokumenElektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.  

 

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/ aa oue lkrnksbgiaa dimaksud pada 

ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat menurut harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. 

srtbsradkmnyayag euu Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau 

akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Terkait dengan perkara perjudian online, 

Josua Sitompul mengatakan ada dua alat bukti yang dapat digunakan yakni: 33 1. Bukti 

transfer dapat dijadikan alat bukti yang sah karena bukti transfer merupakan hasil cetak 

dari informasi atau dokumen elektronik; 2. E-mail dijadikan bukti sah krn -almrpkndkmn 

elektronik.  

 

30 Ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku perjudian online diatur dalam Pasal 45 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Orang dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mnrnmskndnaa eba aa 

dassyaIfraiEetoi a/tu DomeEltrikyamili at perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 



27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Meskipun kebijakan formulasi 

terhadap perjudian online sudah secara tegas memidana pelaku, namun dalam 

pendekatan hukum pidana modern, kebijakan pencegahan tetap menjadi hal yang 

diutamakan.  

 

Baharuddin lopa menawarkan langkah-langkah dalam kejahatan yaitu antara lain: 1. 

Pnnktnksjheanrktutk mnuag egnua,yagdnn sendirinya akan mengurangi kejahatan. 2. 

Mmebiisse diitaidn pnaaa nu ecghtraiya penyimpangan-penyimpangan. 3. Pnnktnpnuua 

uu nu memeratakan kesadaran hukum rakyat. 4. Menambah personil kepolis 
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